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ABSTRAK 

Timbulnya fenomena Coronavirus Disease baru yang menyerang nyaris segala 

negeri didunia serta salah satunya negeri Indonesia yang dikala ini lagi mengalami 

persebaran Virus (Covid-19) yang menelan banyak korban jiwa apalagi 

menyerang perekonomian negeri. Oleh karenanya susunan warga menengah 

kebawah merasakan akibat yang sangat signifikan dengan terdapatnya pandemi 

covid- 19. Tujuan riset ini buat mendeskripsikan serta menganalisis penerapan 

kebijakan pemerintah Kota Batu tentang pemberian bantuan diberikan kepada 

warga yang mengalami dampak. Tidak hanya itu, riset ini pula mau mengenali apa 

saja aspek pendukung serta aspek penghambat terlaksananya kebijakan 

pemerintah Kota Batu. 

Riset ini memakai tipe riset kualitatif, dengan sumber informasi ialah informasi 

primer serta informasi sekunder. Penentuan responden dengan memakai purposive 

sampling. Metode pengumpulan lewat interview, pengamatan serta dokumentasi. 

Metode analisis ialah: reduksi data, penyajian informasi serta verifikasi informasi. 

Hasil dalam riset menampilkan kalau implementasi kebijakan pemerintah Kota 

Batu tentang pemberian bantuan sosial untuk warga terdampak wabah covid- 19 

telah berjalan dengan baik bila ditinjau dari variabel komunikasi, sumber daya, 

disposisi serta struktur birokrasi. Penyampaian data telah jelas dengan sumber 

daya pemerintah Kota Batu telah sangat menunjang sehingga pemerintah 

mempunyai perilaku sangat menunjang supaya penyaluran bantuan sosial bisa 

terlaksana dengan baik serta sesuai target. Sebaliknya aspek penghambat 

terlaksananya kebijakan ini ialah pemutakhiran informasi penerima bantuan sosial 

yang kurang merata serta tidak seluruh warga memperoleh bantuan sosial. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Dorongan Sosial, Warga Terdampak Covid- 19 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan negeri buat melindungi segenap 

Bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan universal guna terwujudnya 

keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut hingga dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 pula 

disebutkan anggaran pemasukan serta belanja negeri selaku bentuk dari 

pengelolaan keuangan negeri diresmikan tiap tahun dengan undang- undang dan 

dilaksanakan secara transparan serta akuntabel sebesar-besarnya buat 

kemakmuran rakyat (Mariswara, 2016: 2). 

Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan warga, pemerintah wajib mencermati 

permasalahan kemiskinan. Sebab kemiskinan ialah perihal yang tidak bisa terlepas 

dalam permasalahan peningkatan ekonomi warga. Kurangnya mutu perekonomian 

penduduk berdampak pada menurunnya tingkat pembelajaran serta kesehatan 

sehingga bisa pengaruhi produktivitas. Keadaan semacam ini menimbulkan bisa 

naiknya ketergantungan rakyat. Penduduk yang masih terletak dibawah garis 

kemiskinan melingkupi mereka yang berpenghasilan dibawah, tidak 

berpenghasilan senantiasa ataupun tidak berpenghasilan. Oleh karena itu hingga 

penanggulangan kemiskinan yang diusahakan bermacam pihak bisa mengangkut 

perekonomian warga tidak mampu (Utomo, 2014: 29). 

Timbulnya fenomena Coronavirus Disease baru yang menyerang nyaris segala 

negeri didunia serta salah satunya negeri Indonesia yang dikala ini lagi mengalami 

penyebaran Virus ( Covid- 19) menelan banyak korban jiwa apalagi menyerang 

perekonomian negeri. Upaya penangkalan penyebaran covid- 19 sudah dicoba 

dengan bermacam metode oleh pemerintah semacam anjuran bekerja serta belajar 

dari rumah( Work From Home) dan pembatasan kegiatan diluar( Physical 

Distancing) disuarakan dari tingkatan global hingga tingkatan lokal. Sepanjang 

diresmikan status darurat musibah Covid- 19, Ombudsmen RI sudah sudah 

menerima pengaduan di berbagai zona publik semacam keamanan, keuangan, 



pelayanan kesehatan, transportasi, serta lain- lain. Bersumber pada informasi 

pengaduan yang diterima Ombudsmen sebanyak 72% didominasi oleh laporan 

Dorongan Sosial semacam yang dilansir dari Siaran Pers Ombudsmen RI, 

bertepatan pada 13 Mei 2020 ( Purwaningtyas, Ombudsmen. go. id, 2020). 

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat buat memohon daerah selaku wilayah 

siaga Covid- 19, tidak hanya memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang 

ganasnya covid- 19, dan menyediakan dana talangan persiapan buat warga. Tetapi 

terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang wajib dikeluarkan buat bantuan sosial 

ialah Surat Edaran Menteri Desa No 8 tahun 2020 tentang Desa terdampak Covid- 

19 serta penegasan PKTD ialah terpaut dana senilai 8, 1 Milyar yang digunakan 

buat padat karya desa serta bukan buat dana sosial, sebaliknya dalam instruksi 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 memerintahkan 

Bupati kepada Kepala Desa buat menggeser dana padat karya desa digunakan buat 

bantuan sosial Covid- 19 serta permasalahan sosial. Sebab antara Surat Edaran No 

8 tahun 2020 dari Menteri Desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 

2020 dari Menteri Dalam Negeri berbeda. Selang seminggu setelah itu timbul 

Surat Edaran Menteri Desa No 11 tahun 2020 yang berisi tentang menguatkan 

Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya serta dana desa yang dapat 

digunakan buat Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun yang membuat bimbang 

merupakan pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 terdapat kriteria miskin 

namun bukan sebab akibat Covid- 19. Dipaparkan di dalam poin 1 ialah orang 

yang tinggal di rumah beralaskan tanah serta berdinding bambu, tidak terdapat 

listrik sebab itu ialah problematika( Mufida, 2020: 162). 

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah, ialah pemerintah pusat serta daerah 

terkesan membingungkan, lambat diterima oleh warga yang terdampak serta tidak 

sesuai target. Apakah kasus bantuan sosial ini telah jadi turun- temurun dalam alur 

pemerintahan di indonesia ataupun sebab jarak pemerintah dengan warga sangat 

jauh serta sistem penyalurannya ataupun pemberian dorongan yang terdiri dari 

bermacam pintu. Banyaknya pintu bantuan sosial inilah yang membuat agenda 



serta perspektif yang berbeda serta terkadang informasi yang diberikan tidak valid 

( Rahmansyah, 2020: 92). 

Bagi Setyawan (dalam harian Herdiana 2020), berkata kalau Terdapatnya 

kebijakan dorongan yang dihibahkan oleh pemerintah dimaksudkan sanggup 

menolong warga yang mengalami dampak virus. supaya senantiasa bisa 

memenuhi rumah tangganya, namun penerapan program tidak sesuai dengan 

tujuan awal yang sudah diresmikan, permasalahan yang timbul ialah kalau 

bermacam program tersebut tidak sesuai target ialah warga yang dikatakan tidak 

mampu serta harus memperoleh bantuan namun tidak memperoleh bantuan sosial, 

sebaliknya warga yang tidak tercantum miskin serta tidak berhak memperoleh 

bantuan sosial malah secara empiris memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. 

Sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 

2020 tentang musibah non alam penyebaran covid-19 selaku musibah nasional 

hingga Pemerintah Kota Batu sudah menggelontorkan Dorongan Sosial( Bansos) 

sebesar Rp. 16, 9 Miliar lewat Dinas Sosial Kota Batu buat masyarakat yang 

dihadapi akibat dari wabah Covid- 19. Dana tersebut disalurkan kepada 22. 999 

KK( Perdana, Radang Malang. jawapos. com, 2020). 

Penyaluran bantuan Sosial masih lemah berkaitan dengan akurasi informasi warga 

penerima dorongan. Ada sebagian nama yang tidak diusulkan oleh Pemerintah 

Desa, tetapi nama tersebut tertera dalam catatan serta penerima bantuan yang 

diarahkan lewat Kantor Desa. Nama yang tertera tetapi tidak diajukan oleh 

pemerintah Desa ini merupakan masyarakat Desa/ Kelurahan yang sudah wafat 

serta yang telah pindah domisili, terdapat pula nama penerima yang nyatanya 

ialah anak dibawah usia (Supriyanto,Harian Bhirawa.co.id,2020).  

Dengan demikian buat meninjau Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu 

Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Warga Terdampak Wabah Covid- 19 

hingga peneliti mengangkat judul Riset“ Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Kota Batu Tentang Pembagian Bantuan Sosial Kepada Warga yang mengalami 

Wabah ( Covid- 19).” 



1. 2. Rumusan Masalah 

Bersumber pada pemaparan latar balik diatas hingga selaku rmusan permasalahan 

yang hendak dikaji merupakan selaku berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang 

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Warga Terdampak Wabah Covid- 19? 

2. Apa aspek pendukung serta penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Kota Batu Tentang Pemberian dana Sosial Kepada Warga yang terkena 

Covid- 19? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

1. Buat mengenali Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang 

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Warga Terdampak Wabah Covid- 19. 

2. Buat mengenali apa aspek pendukung serta penghambat Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian Bansos Kepada Warga 

yang mengalami Wabah Covid- 19. 

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Riset ini bisa berguna selaku bahan untuk menambah ilmu pengetahuan 

penulis serta pembaca; 

b. Riset ini bisa berguna selaku bahan rujukan buat riset berikutnya. 

2. Praktis 

a. Untuk Pemerintahan: Riset ini bisa berguna serta bisa memberikan masukan 

untuk lembaga selaku bahan buat buat mengevaluasi kembali implementasi 

kebijakan yang yang sudah dilakukan. 

b. Untuk warga: Selaku bahan data buat mengenali Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Batu Tentang Pembagian Bantuan Sosial Kepada Warga 

yang menjadi korban Wabah Coronavirus Disease( Covid- 19). 
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